BABII
PERDAGANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perdagangan Dalam Islam

Mengenai arti perdagangan dalam Islam dapat dikembalikan pada arti jual beli
(huyn”’), yang menurut bahasa berarti mennkar sesuatu dengan sesnatu. Sedangkan yang
dimaksud perdagangan dalam pengertian syara” adalah tukar menukar barang atau milik
atas dasar suka sama suka (Ya’kah 1992: 18). Atan dapat didefinisikan dengan kese-
pakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda itu selama-lamanya (Hamid 1990 :
161).

Dari kedua definisi ini dapat dipabami bahwa perdagangan adalah tukar menukar
benda dengan benda lain yang dilakukan atas dasar rela sama rela, atan memindahkan
milik dengan memperoleh gantinya dan barang yang ditukar tersebut tidak harus untuk
dijual lagi baik sedikit manpun banyak, baik secara mentah (kasar) atau sudah dikerjakan
ataupun hanya untuk disewakan penggunaannya saja. Jadi yang menjadi dasar adalah
kehendak sukarela, bukan paksaan (Boediono 1983 : 10).

Pertukaran benda dengan benda benda dapat dilaksanakan secara langsung maupun
dengan menggunakan alat-alat pembayaran (mata vang). Ini dapat terlaksana di suatu pasar
atau toko melalui aktifitas penjualan, pemasaran (marketing), perhubungan angkutan dan
sebagainya.

Selanjutnya dalam rangka memahami hakci\'al perdagangan yang dijiwai oleh Islam
perlu disadari bahwa kehidupan manusia di dunia ini mempunyai dua segi, yaitu segi
kebendaan yang dasarnya adalah pertukaran atau pada umumnya memperolch kebendaan

itu dengan cara pertukaran, dan segi kerohanian yang dasarnya adalah peribadatan. Melalui
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segi kebendaan manusiamemperoleh sesuatu yang akan digunakan, diminum dan dipakainya
untuk kesenangan materi, sedangkan melalui segi kerohanian, ia memberikan dirinya,
hatinya, akhlaknya dan mendekatkan diri pada Allah SWT. dengan menjalankan perintah
dan meninggalkan larangannya.

Dengan demikian kita dapat memahami bahwa perdagangan atau perniagaan itu adalah
merupakan kegiatan dan operasi ekonomi yang halal sebagaimana firman Allah dalam

surat Al-Baqarah : 275,
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Artinva

“Allah telal menghalallran jual beli dan mengharamian riba” (QS. 2 : 275
& J &

Departemen Agama 1984 : 69).

Dari segi kebendaan dapat membukakan pintu syahwat dan hawa nafsu serta
persaingan, berlomba-lomba mencari harta sebanyak-banyaknya. Hal ini memungkinkan
manusia tergelincir dari nilai keutamaan yang dapat mengotori kesucian jiwanya,
menjauhkan diri dari karunia dan rahmat Allah, maka datanglah Syari’at Islam dengan
petunjuk-petunjuk dalam tatacara berdagang demi untuk menghindarkan manusia dari
kesesatan ifu.

Jadi padadasamya perdagangan dalam Islam tidak hanya terikat padausaha pencarian
keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biayayang sekecil-kecilnya semata,
akan tetapi jugaterikat pada moral dan etika, berbakti pada Allah mencari ridaNya dengan
selalu berbuat baik terhadap sesamanya. Nabi bersabda : “Adalah bersama Nabi-Nabi
saudagar yang tulus dan jujur demikian pula orang yang setia dan syahid” (Hadis
Riwayat Tirmizi).

Sementara itu Allah tidak melarang manusia untuk mericari keuntungan sebagaimana

dijelaskan dalam surat Al-Qasa™s : 77,
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Artinya :
“Dan janganiah kamu melupakan bagianmu dari tkenikmatan) duniawi” (QS. 28 :
77 Departemen Agama 1984 : 623).

Asalkan dengan syarat :

1. Tidak boleh menindas orang lain.

2. Tidak boleh merusak alam dengan cara hidup berlebihan.

3. Harus mengindahkan larangan Allah.

4. Hasil atau keuntungan yang diperoleh dari usahanya sebagian harus d sumbangkan

pada masyarakat (Anshari 1993 : 163).

Islam mendorong manusia untuk berdagang sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan
hidup, dan merumuskan tatacara untuk memperoleh harta. Untuk memenuhi kebutuhan hidup
itu terdapat berbagai corak dan ragamnya serta bermacam bentuk pertukaran yang terjadi,
namun asas dan poros tempat berputarnya adalah jual beli (perdagangan). Seorang petani
harus melakukan jual beli, setiap buruh juga melakukan jual beli, demikian juga pegawai
kantor, seorang guru, juru penerangan untuk kepentingan penera-ngamya, seorang pejuang,
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, semua mereka ini melakukan jual beli, ia mem-
berikan jasa dan menerima imbalan jasa prestatie.

Setiap orang yang ikhlas dalam melaksanakan perdagangan dengan cara sebaik-
baiknya, maka hasil yang diperolehnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan,
menguntungkan bagi dirinya sendiri dan keluarganya dan ia pun mendapat tempat
kepercayaan dari orang-orang yang berhubungan dengannya. Sedangkan mereka yang
berbuat tidak baik dalam pekerjaannya, yang dilakukan hanya untuk mencari untung dan
menaruhkan harga sesuai dengan kehendak nafsu, tanpa memikirkan kepentingan bersama

atau manfhat bagi masyarakat, maka apa yang dihasilkan adalah seperti orang yang menelan
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api ke dalam perutnya, mereka akan masuk neraka, rahasianya akan terbongkar, ia akan
dikenal penipu dan namanya akan menjadi buruk di kalangan masyarakat (Lubis 1995 :
338).

B. Prinsip Dasar Perdagangan Dalam Idam

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan perniagaan
adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan (Junaidi 1990 : 40). Priusip
ini telah ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah, yaitu :

1. Suka sama suka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ : 29,
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Artinya : AL

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harte sesamamu dengan
jalun yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka di antara kamu” (08, 4 : 29 Departemen Agama 1984 : 122)

2. Pelaku perdagangan adalah orang yang berakal dan mampu membedakan dan me-

milih mana yang baik untuk dilakukan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ : 6,
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“Dan ujilah anak yatim stu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika

menurit pendapatmu mereka telah cendas (pandai memelihara harta), maka serah-
kanlah pada mereka harta-hastanya” (QS. 4 : 6 Departemen Agama 1984 : 115).

3. Obyek transaksi perdagangan tidak haram baik menurut dzat atan sifainya.

Artinya :

a) Obyek yang haram karena dzat dan sifatnya tersebut dalam hadits berikut :
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“Dari Jabiy ihme Ahdillab va cosumoouhnyva ia mende-ngar Rosululloh pada tahun
Fath di Mekkah : Sesunggunya Allah dan RasullNya mengharamkan jual beli mintman
keras, bangkai, babi dan berhala™ (Sahih Musfim tt : 1207).

b) Obyek yang haram karena sifatnya tersurat dalam hadis berikut :
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Artinya : r
“Dari Abu Hurairah ra. ia berkata : “Rasulullah saw. melarang jual beli dengan
lontaran balw kecil, dan jual beli yang berunsur penipuan (Sahih Mustun ¢ : 1153).

— Disamping itu prinsip perdagangan yang tidak boleh diabaikan juga adalah
sebagaimana dijelaskan oleh M. Abdul Manan dalam “Teori dan Praktek Ekonomi Is-
lam”, yailu

1. Tslam mengutuk semua transaksi perdagangan yang menggunakan sumpah palsu,
Kita sadari memang banyak pedagang yang mencoba meyakinkan calon pembelinya
dengan melakukan sumpah palsu. Hal ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan eko-
nomi pasar, dan yang terpenting karena ketidak acuhan masyarakat terhadap nilai

moral dan spiritual kehidupan. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, ia berkata:
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Artinya :
“Alu mendengar Rasulullah bersabda : “Dengan menggunakan sumpah palsu

kemudian barang-barang itw terjual maka dapat menghilangkan berkahnya (yang
terkandung di dalamnya)” (Bukhari #/11:9).

2. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standamya harus
benar-benar divtamakan, Islam telah meletakkan penekanan pentingnya dari faidah
memberikan timbangan dan ukuran yang benar sejak 1400 talun yang lalu. Di dalam
Al-Qur’an maupun Al-Hadis terdapat perintah tegas mengenai ukuran dan

timbangan yang sepenuhnya. Demikian dalam surat Al-Mutaffifin, discbutkan :
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Artinya : ALY

“Recelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila
menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka
menakar atan menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah arang-
orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu
hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan
dalam sijji’n (QS. 83 : 1-7 Departemen Agama 1984 : 1035).

3. Dalam transaksi bisnis (perdagangan) hendaknya ditekankan i’tikad baik, karena
hal ini dianggap sebagai hakikat dari bisnis perdagangan. Dari penelitian para
ahli diketahui bahwahubungan buruk dalam bisnis adalah ditimbulkan karena kedua
pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat bisnis dagang mereka dengan

jelas dan jujur. Untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus
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dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya. Karena yang
demikian itu lebil adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih
dapat mencegah timbulnya keragu-ragnan (QS. 2 : 282 - 283). Dalam perjanjian
tertulis terscbut harus diuraikan syarat-syarat yang disctujui dengan jujur, dan
sebagai tindakan pencegahan akan adanya kemungkinan yang buruk maka ditentukan
bahwa syaral-syaral perjanjian diimlakkan olch orang yang menanggung hutang,
jika ialemah akalnya, lemah keadaannya atan ia sendiri tidak mampu maka walinya
atau orang yang mewakili kepentingannyalah yang harus mengimlakkan syarat-
syarat perjanjian tersebut (QS. 2 : 282 Mannan 1993 : 288-289).

Dari prinsip dasarterscbut dapat diketahui bahwa perdagangan atan pemiagaan dalam
Islam selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, yang hal ini tidak didapat dalam
perdagangan di lnar Islam. Karena itu semua transaksi perdagangan yang bertentangan
dengan kemaslahatan tidaklah bersifat Islami, sebab syari'at ditetapkan berdasarkan hikmah
dan kemaslahatan manusia baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat schingga apa
saja yang bertentangan dengan prinsip maslahat itu bukanlah berasal dari syari'at Islam.

Namun perlu dikatahui juga bahwa maslahat merupakan sesvatu yang berkembang
berdasarkan perkembangan yang selalu ada si setiap lingkungan. Oleh karena ity
pembentukan hukum perdagangan kadang-kadang tampak menguntungkan masyarakat pada
suatu saat, tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan madharat/kerugian. Begitu
pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan tetapi merugikan pada lingkungan
masyarakat yang lainnya (Arifin dki. 1995/1 : 104)7

Dalam kondisi yang demikian ini, makanegara mempunyai tugas untuk merealisasikan
kemaslahatan bagi rakyatnya, baik masalah di dunia maupun kebahagiaan di akhirat (Said
1985 : 252) Serta menghindarkan dari kerusakan yang akan menimpanya (Abu Zahrah tt.
: 18). Senada dengan itu maka tindakan negara terhadap suatu keputusan yang tidak ada
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yang langka. Karena sesungguhnyan hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi ini
berkembang bersama dengan perkembangan lingkungan dan kemaslahatan. Oleh karena
itu Al-Qur’an membatasinya pada kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip dasar, agar
penguasa pada setiap masa dapat leluasa memerinci undang-undang mereka mengenai
bal-hal perekonomian sesuai dengan kemaslahatan rakyat dalam batas-batas yang
digariskan oleh Al-Qur’an tanpa berbenturan dengan hukum yang mendetail dalam Al-
Qur’an (Khalaf 1994 : 36).

Diantara ayat-ayat Al-Qur ’an yang bertubungan dengan masalah perekonomian seperti
membenarkan memperoleh rizqi dengan jalan perdagangan, melarangriba, perintah bekerja

untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya, misalnya dalam surat An-Nur : 37,
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Artinya

“Laki-laki tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari
mengingat Allah, mendirikan salat, den menunaikan zakat. Mereka takut kepada swuatu
hari yang (di hari itu) hati dan peng-lihatan menjadi goncang (QS. 24 : 37
Departemen Agama 1984 ; 550).

Sumber hukutn yang kedua adalah Sunnah Nabi saw. Di dalam kitab suci Al-Qur*an
terdapat perintah bagi kaum muslimin supaya mengikuti prilaku Nabi saw. untuk mene-
tapkan masalah-masalah kaum muslimin mgsiulmt wahyu Allah. Selanjutnya Nabi telah
dinyatakan sebagai penafsir Al-Qur’an (QST 4 : 16,44). Sebab di dalam Al-Qur’an banyak
sejumlah kewajiban yang bersifat global, tidak ada penjelasan rinciannya. Oleh karena
itu Nabi lalu menjelaskan keglobalan itu kepada pengikutnya dalam bentuk yang praktis
seperti mengatur bagaimana cara perdagangan yang dihalalkan dan bagaimana pula yang

diharamkan, menerangkan bentuk riba yang diharamkan, menerangkan tentang pekerjaan
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mana yang diharamkan, dan mana yang dibenarkan untuk mencari rizqi dan sebagainnya.
Diantara cara perdagangan yang diharamkan adalah dengan cara menghadang kafilah
di luar pasar. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Ibnu Mas’ud :
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Artinya

“Raswlullah telah melarang menghadang dagangan (Sahih Muslim tt. : 1156)

Tjma’, sebagai sumber ketiga hukum Islam merupakan konsensus para mujtahid
dikalangan umat pada masa sctelah Rasululah wafat atas hukum syara’ mengenai suatu
kejadian. Ijma’lah yang menentukan dan membuktikan keaslian Al-Qur*an maupun sunnah.

Ra’yu mengembangkan penerapan pedoman Al-Qur’an dan Sunnah Rasul dalam
berbagai aspek fenomena perdagangan yang belum pernzh dibahas secara jelas dalam
Al-Qur’an maupun Hadis, sesvai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat,
Hal inilah yang disebut Ijtihad.

Jjtihad untuk memperolch kesimpulan hukom Islam dari sumbernya yang asli (Al-
Qur’an dan Hadis) dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Metode yang
terpenting adalah Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah mursalah.

Qiyas adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu
kasus yang ada nash hukumnya karena terdapat persamaan ‘illat antarakedua kasus tersebut.
Seperti minum khamr adalah kasus yang ditetapkan hukumnya oleh nash yaitu diharamkan
berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah : 90, karena suatu ‘i/lat memabukkan.
Oleh karena itu setiap yang memabukkan adalah diharamkan, demikian juga perdagangan
sesuatu yang memabukkan adalah diharamkan juga.

Istihsan adalah mengabaikan pendapat yang dihasilkan melalui penalaran qiyas dan
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mengambil pendapat yang berbeda karena didukung oleh bukti yang lebih knat dalam
sunnah atau ijma’ berdasarkan kebutuhan (darurat) kemudian menetapkan apa yang lebih
bagi masyarakat. Seperti Al-Qur’an dan Hadis memberi jaminan hak milik perorangan
yang dilindungi keselamatannyaoleh hukum. Pencabutan hak milikperorangan hanya dapat
dilaksanakan atas dasar kerelaan pemiliknya. Jika penguasa akan mencabut hak milik
perorangan untuk kepentingan umum maka juga harus atas kerelaan pemilik yang
bersangkutan dan harus memberikan ganti yang seimbang. Ketentuan tersebut dapat di-
tinggalkan jika kepentingan masyarakat benar-benar mendesak danpemerintah tidak mampu
untuk memberi gantinya. Hal ini tetap berpedoman pada jiwa ajaran Al-Qur’an dan Hadis
yang sifatnya lebih vmum.

Maslahah mursalah adalah svatu kemaslahatan dimana Syara® tidak mensyari’atkan
suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan
atas pengakuannya atau pembatalannya (Khalafl 1994: 116). Atau dengan pengertian lain
yaitu melarang atau mengizinkan suatu hal semata-mata karena ia memenuhi suatu “maksud
yang baik’ (maslahat) walaupun tidak ada bukti-bukti jelas pada yang diwahyukan untuk
mendukuig tindakan semacam itu (Mannan 1993 : 38). Scdangkan Al-Ghazali memberi
pengertian sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum yakni
pemeliharaan agama, kehidupan, akal atan pikiran, keturunan dan kekayaan (An-Naim
1994 : 51).

Dari ketiga definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa maslahat mussalah adalah
suatu maslahat yang tidak disunggung-singgung oleh syara’ dengan tegas untuk me-
ngerjakannya atau meninggalkannya, sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat
dan menghindari mudharat. Dalam pengertian ini konsep maslahah mursalah dapat di-
pandang sebagai kebijakan umum (public policy) atau kebijakan hukum (the policy of the
law).
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bila eksistensi suatu hal telah pernah ditetapkan dengan bul&i, walaupun kemudian timbul
keragu-raguan mengenai kelanjutan eksistensinya, maka ia masih tetap dianggap ada. Atau
dalam pengertian ushul fighnya, menetapkan hukum atas sesuvatu berdasarkan keadaan
scbelumnya, sehingga ada dalil yang memmjukkan atas perubahankeadaan tersebut. Sumber
hukum ini hanya dipengangi oleh Imam Syafi’i dan Imam Hanaffi.

Sebagai contoh, pada dasarnya segala macam transaksi adalah mubah selama tidak
ada dalil syara’ yang menentukan lain. Artinya semua transaksi perdagangan yang dila-
kukan atas dasar sukarela dapat dipandang sah, tetapi bila di balik itu terdapat tendensi
eksploitasi, yang berarti melanggar nilai-nilai keadilan, maka transaksi tersebut tidak
dapat dipandang sah. Seperti menjual bahan makanan dengan harga jauh lebih tinggi dari
harga resmi kepada erang yang sangat membutuhkan, dan dalam waktu yang sama bahan
miakanan itu sedang dalam keadaan kosong di pasaran.

Sumber hukum terakhir yang dijadikan pedoman dalam transaksi perdagangan adalah
‘Urf. *Urf adalah sesuatu yang telah dikenal orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik
berupaperkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan. ‘Urf yangbisa dijadikan pedoman
adalah ‘Usf'yang sahih, yaitu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan
dalil syara’, tidak menghalalkan sesvatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan
sesuatu yang wajib. Sebagai contoh adalah seperti saling pengertian manusia terhadap
transaksi perdagangan dengan cara saling memberikan tanpa ada sighat lafdziyyah
(ungkapan melalui perkataan). Jadi dalam perdagangan langsung, pembeli dan penjual
tidak mengatakan “ini saya jual” atau “ini saya beli”, karena hal ini telah menjadi kebiasaan
yang hidup dalam masyarakat kendati pun ini tidak bertentangan dengan prinsip syari’at
Islam. Oleh karena itu kebiasaan yang demikian dapat dijadikan pertimbangan dalam
menctapkan hukum sekitar perdagangan.

Kiranya sudah jelas bagi kita, bahwa Islam merupakan agama yang luwes dan tetap
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manipu menjawab tantangan perkembangan zaman, termasuk dalam bidang perdagangan.
Oleh karena perdagangan adalah masalah mu’amalah, urusan keduniaan yang terus menerus
maju danberkemhang dimana ditemukan berbagai cara dan bentuk-bentuk yang baru, maka
dalam upaya mensikapi persoalan tersebut Islam memberi pelvang pada akal untuk

berijtihad, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Al-Qur’an dan Hadis.

D. Konsep Hak Milik Pribadi Dalam Islam

Isu kepemilikan adalah merupakan isu yang sangat penting sebab kepem ilikan bersifat
paluriah dalam fitrah manusia, dan kepemilikan ini berlaku umum dalam berbagai
lingkungan kultural. Pada berbagai sistem sosio-ekonomi, baik itu feodalisme, kapitalisme,
sosialisme dan nion sekularisme dan tak terkecuali Islam, secara tak terhindarkan selalu
menelaah dan memperbincangkan sifat dan cara pemilikan (individual atan umum), dan
desentralisasi saranakepemilikan pada individu atau sentralisasinya di tangan pemerintah,

Lalu bagaimana pemahaman Kita terhadap konsep hak milik pribadi?. Islam mengakui
hak milik pribadi. Hak milik pribadi itu harus bersifat sosial, karena pada dasarmya hak
milik pribadi itu adalah hak milik Allah —atau meminjam istilah Behesti— kepemilikan
Ilahiyah yang mutlak, yang diamanatkan Allah kepada orang-orang yang kebetulan
memilikinya supaya digunakan semaksimal mungKin untuk kesejahteraan pribadi, dan juga
untuk kesejahteraan masyarakat (Zuhdi 1993 : 87).

Menurut Monzer Kahf (1995 : 46) Islam menganggap hak milik pribadi bukanlah
sebagai hak yang diberikan masyarakat, sebaliknya bahkan ia terkait erat dengan prinsip
bahwa manusia adalah pemegang amanat Allah swt. Harta diberikan oleh Allah (QS. Al-
Bagarah : 29) kepada manusia. Tetapi pemberian itu adalah pemberian bersyarat. Ini
berarti bahwa pemiliknya tidak boleh melakukan penindasan dengan atau lantaran harta

itu. Artinyadia tidak bolchmelanggar persyaratan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an.
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Al-Qur’an menganggap kepemilikan dan penguasaan harta benda sebagian dari naluri
alami yang ada dalam diri sctiap orangJslam mengangap tidak ada bahaya dalam hak
milik pribadi, bahkan sebaliknya iamenggalakkan setiap oranguntuk berusaha mendapatkan
harta, schingga dapat memberikan mentaat yang sangat besar pada masyarakat (Rahman
1995 : 100). Jadi secara hukum hak milik pribadi adalah hak untuk memiliki, menikmati
dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan di pelihara dalam Islam, akan tetapi
bagaimana pun juga mereka mempunyai kewajiban moral nntuk menyedekahkan hartanya,
karena kekayaannya juga itu merupakan hak masyarakat, bahkan hewan (QS. Adz-
Dzariyat: 19).

Itulah mengapa Islam tidak membenarkan pemupukan harta pribadi hingga batas-
batas yang dapat mengancam pondasi —dan selanjutnya dapat menghapus selurnh sistem
Islam. Demikian pulalslam tidak membenarkan tertumpuknyakekayaan dan cabang-cabang
produksi yang penting bagi masyarakat dan negara dikuasai oleh perorangan dan seke-
lompok keeil orang-orang kaya saja, scbabmercka dengan penguasaan semacam itu dapat
berbuat sewenang-wenang hingga dapat merugikan masyarakat dan negara.

Dengan paparan di atas, maka sudah selayaknya kita mengungkap apa yang dikatakan
Afzalur Rahman (1995 : 94), bahwa kebebasan individu bukannya mutlak dan tanpa bata-
san, melainkan dibatasi olch duahal. Pertama, individubebas bergerak di bidang ekonomi
dengan syarat tidak melanggar —bisa juga memperkosa— hak-hak orang lain atau
membahayakan kepentingan umum (masyarakat). Kedua, dia harus mengambil cara yang
halal dan tidak sekaligus mengamalkan yang haram untuk mencari penghidupan dan
mengambil benda-benda yang haram.

Akhirnyajelaslah bagi kita bahwa ke-khasan konsep Islam mengenai hakmilik pribadi
terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam legitimasi hak milik tergantung pada moral

yang dikaitkan padanya, seperti juga jumlah matematik tergantung pada tandaaljabar yang
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Kendati demikian, bukan berarti semua usaha yang bermacam ragamnya itu diakui
semuanya oleh Islam dalam rangka untuk memperoleh hak milik pribadi. Dengan mengu-
tip pendapat Masjfik Zuhdi (Zuhdi 1993 : 89), usaha yang diakui oleh Islam adalah :

a) Berburw/menangkap hewan, burung, ikan, mutiara dan benda lain.

b) Menghidupkan tanah yang mati yang tidak ada pemiliknya yang diusahakan dalam
waktu tiga tahun berturut-turut.

c¢) Menggali benda-benda logam atau tambang dari bumi, seperti emas dan perak.
Akan tetapi bila harta vang ditemukan itu berupa harta yang mengenai hajat hidup
orang banyak, misalnya sumber minyak bumi, batn bara, besi atau baja, maka harta
tersebut tidak boleh dikuasai oleh individu atau sekelompok orang yang menemu-
kannya, melainkan harus diserahkan kepada negara agar dapat dimanfaatkan untuk
kesejahteraan rakyat banyak, dan pemerintah memberikan penghargaan atas jasa
menemukannya.

d) Berperang untuk membela agama dan negara. bagi mereka yang ikut berperang
berhak mendapat ghanimah, yaitu rampasan perang. Termasuk juga barang yang
terdapat pada orang musyrik yang dibunuhnya.

f) Bekerja untuk kepentingan orang lain atau badan, swasta atau pemerintahan dengan
mendapat gaji (upah). Asalkan mereka bekerja dengan tekun dan baik, sehingga
tercapai keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban yang
ditunaikan, baik oleh atasan maupun bawahan.

g) Mendapat sebidang tanah dari pemerintah, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya
terhadap agama dan negara.

h) Orang-orang yang sangat memerlukan bantuan material atau kevangan untuk
keperluan hidupnya. Dalam hal ini mereka berhak untuk menerima zakat.

Tujuh cara tersebut di atas merupakan cara yang halal untuk memperoleh hak milik,
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2) Harus hati-hati dan bijaksana, selalu mempergunakan akal sehat dalam
memanfaatkan harta (Qs. Al-Baqarah : 282)

3) Seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan sepetti
zakat, wakaf, hibah dan qurban (Ali 1988 : 2)

Namun demikian, terlepas dari itu semua kebijaksanaan Islam tetap memperhatikan
keseimbangan antara pemuasan bermacam-macam watak manusia dan kebaikan umum
dari mereka. Ttu artinya bahwa sebelum hak milik pribadi itu untuk kepentingan sosial,
pemilik harta itu bisa mempergunakannya untuk kepentingan divinya sendiri, keluarganya
dan anak familinya. Dengan catatan, dia selalu berpedoman bahwa pada dasarnya Islam
selalu membatasi hak untuk menggunakan harta pribadi untuk itu disamping bertujuan
untuk melindungi kebaikan uvmum, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan umum.
_Singkatnya, sekalipun Islam memperkenankan sescorang untuk meningkatkan dirinya
sendiri, tetapi ia didesak untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan sesamanya.

4. Pencabutan dan Pembatasan Hak Milik

Dalam rangka merealisir ajaran Islam tentang solidaritas sosial, atas dasar maslahah
mursalah dan istihsan, negara diberi wewenang untuk mengadakan pencabutan atau
pembatasan hak milikpribadi. Namun negara yang melakukan pencabutan atau pembatasan
hak milik itu harus sclalu mendasarkankannya pada nilai-nilai keadilan, bukan sebalinya
perampasan dan penganiayaan.

Memang pada dasarnya harta benda bukanlahmenjadi hak milik semata, tetapi menjadi
tanggung jawab seseorang. Pemilik harta tidak boleh berbuat sekehendaknya. Jika dia
belum mampu memahami tanggung jawabnya, atau jika ia menggunakan harta di luar garis-
garis kesederhanaan, sekalipun untuk perkara baik dan halal, maka hak penguasaan terhadap
harta tersebut harus dipindahkan baik itu hanya dibatasi ataupun dicabut. Dalam hal ini

penguasaan diserahkan pada pengawasan negara (Rahman 1995 : 105)
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Harus diakui sebagaimana dipaparkan oleh Afzalur Rahman, bahwa berdasarkan
prinsip “tanggungan”, negara berhak untuk mencabut hak milik (harta benda) siapa saja
yang disia-siakan sehinega nantinya akan menggangu kepentingan masyarakat umum. Sebab
harta benda yang diberikan Allah swit. kepada manusia adalah merupakan sumber bantuan
dan amanah yang harus dipakai untuk kesejahteraan semua manusia. Oleh karena itu jika
dia tidak “mampu” untuk memegang anénah tersebut, tentu ia akan dikesampingkan tetapi
dengan cara yang baik dan terhormat.

Demikian pula prinsip pembatasan (ia/idi %) hak milik pribadi dapat terjadi apabila
pemilik harta benda membelanjakan dengan sia-sia sebagaimana pada pengampunan
(tanggungan atau /ia/7), atau juga bisa terjadi dengan membatasi hak vatuk memantaatkan
hak milik sebatas kebutuhan saja, sdangkan sebagian hartanya diambil alih oleh negara.
Negara memiliki hak demikian demi menjagapenyalahgunaan harta benda dari si pemilik.

Hal semacam ini pemah dilakukan oleh Sahabat Umar Tbnu al-Khattab, ketika menjabat
menjadi Khalifah. Belian mengambil kebijakan bahwa tanah harus benar-benar digarap
dan diolah dengan sungguh-sungguh. Jika temyata pemilik tanah tidak mampu mengolahnya,
maka hak atas tanah itu dicabut oleh negara. Sahabat Umar memberikan jangka tiga tahun
sebagai batas waktu untuk penggarapan tanah, bila selama rentang waktu itu pemiliknya
gagal mengelolanya, hak kepemilikan atas tanah itu dicabut (Ra’ana 1992 :43)

Jadi dengan prinsip pembatasan, maka negara dapat menentukan batas maksimum
kekayaan yang dapat dimiliki atau membatasi hak seseorang untuk mendapatkan keuntungan
darinya. Segala pembatasan terhadap hak milik pribadi ini ataupun penggunaannya
ditempatkan padakepentinganyang besar bagi masyarakat. Sekiranya terdapat kemungkinan
penyalahgunaan harta benda oleh individu yang cara berpikirnya kurang matang atan
Khawatir merugikan kepentingan unum, maka hak milik pribadi atau penggunaannya bisa

dibatasi atau bahkan dicabut,
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E. Intervensi Negara dalam Sistem Pedagangan Menurut Islam

Menurut ajaran Islam, negara bertanggung jawab dan wajib menjamin atas
terwujudnya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakatnya sebab keadilan
merupakan titik tolak sekaligus proses dan tujuan segala tindakan manusia (Sri-Edi
Swasono 1987 : 11). la mempunyai makna penting dalam penyelenggaraan kehidupan
ekonorni, termasuk pola hukum, politik sosial, pendidikan danseterusnya. Dalam hubungan
ini keadilan harus ditempatkan di semua bidang kehidupan ekonomi. Dalamproses produksi
dan konsumsi misalnya, keadilamesti menjadi alat cfesi cu]s,i dan pemberantas pemborosan
agar terhindar dari apa yang diancamkan Allah (QS. 17 .: 16). Pendistribusian kekayaan
dan kesempatan mesti dilakukan dengan berlandaskan keadilan dan berorientasi pemerataan
(QS. g:' . 7). Keadilan dalam menyelenggarakan ekonomi juga berarti kebijaksanaan
mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu terhadap orang atau masyarakat
yang tidak mampu memasuki pasar, misalkan dengan zakat (QS. 2 : 110, 195) yang
mierupakan salah satu dari nilai instrumental Islam (Ali 1988 : 9)

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Islam memberi wewenang pada penguasa
(pewmerintah) untuk mengadakan peraturan-peraturan, dan bila perlu menggunakan kekuatan\
guna terlaksananya peraturan yang dikelvarkannya. Disamping itu juga menjadi tanggung
jawab pemerintah adalahmenctapkan dan menjalankan langkah-langkah perbaikan yang
penting yang nantinya dapat menjamin tercapainya optimum sosial (Naqui 1993 : 149).

Campur tangan pemerintah yang efektif ini bisa melalui teknologi untuk mengatur
dan mengkoordinasi perdagangan, baik itu perdaganagan dalam negri maupun perdagangan
luar negri dalam rangka tercapainya kebaikan dan kemaslahatan umum. Dan tenfunya dalam
rangka' kemaslahatan ini, pengaturan pemeritah perlu didasarkan pada syari’at Islam,

tidak boleh menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya.
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Pertimbangan-pertimbangan itulah yang menjadi landasan kaidah syara’ yang telah
dimufakati bawha perbuatan imam terhadap rakyat tergantung pada kemaslahatan mereka.
Kemaslahatan ini menurutImam Al-Ghazali diartikan dengan terpeliharanya tujuan agama,
akal, keturunan dan harta mereka. Oleh karena itu hukum boleh berkémbang sesuai dengan
tmjuan tersebut (Al-Buny 1983 : 155)

Lewat paparan di atas, dapat dipahami bahwa semua kebijakan pumm-‘intall yang
memungkinkan untuk memajukan perdagangan atau kondisi ekonomi rakyat pada umumnya
adalah sesvai dengan ajaran Islam, sementara itu gangguan apapun dalam perdagangan
tidak diizinkan oleh Islam, semua tindakan yang mungkin merugikan pedagangan harus
diberantas. Jadi tindakan semacam apapun yang menyebabkan kerugian dalam impor
maupun eksporharus dilarang. Sebagaimana apayang dipaparkan oleh Samih Athif Azzami
(1988: 120), larangan mengimpor dan mengekspor dari dan ke negara-negara lainuay itu
kebanyakan karena negara tersebut dalam keadaan bermusuhan secara nyata.

Akan tetapi harus diperhatikan juga bahwa pajak pabean tidak boleh diambil dari
seorang warga negara atas barang komoditi, baik komoditi dalam negri maupun luar negri.

Berdasarkan hadis Rasulullah saw. :

Al Mo i ey D0 P
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Artinya ; '

“Tidak akan masuk sorga orang yang mengambil maks "(HR. Ahmad ibnu Hambal)
(Ibnu Hambal #. :@ 143)
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Artinya :
“Sesungeuhnya pengambil maks itu masuk neraka” (HR. Ahmad ibnu Hambal)
(Ibnu Hambal tt. : 109) :

Yang dimaksud “maks” disini adalah al-"a syi’ (1/10). Artinya orang yang
mengambil 1/10 atas dagangan yang datang dari luar negri.

Dari keduahadis ini dapat dipahami,bahwa pada dasarnyalslam menghcndaki libera-
lisasi perdagangan, akan tetapi dalam persoalan ini pengambilan maks terhadap orang
asing (importir) diperbolehkan Dan pemeintah juga diperbolehkan membebaskan mereka
dari maks (pajak tarif 1/10) atas barang dagangan tertentu menrut apa yang dianggap
maslahah bagi kaum muslimin, angka 1/10 disini bukanlah harga mati sebab jumlah sebesar
ini dikenakan jika petugas asyi r (penarik tarif) tidak mengetahui berapabesar sebenarnya
tarif yang dibebankan kepada pedagang dalamnegeri. Jika seorang asyir mengstalui jumlah
tarifj.*ang harus dibayar oleh pedagang dalam negeri, maka asyir harus membebankan
importir dengan jumlah yang sama, apakah jumlahnya itu lebih keeil atau lebih besar dari
1/10. Jika importir tidak menarik tarif dari pedagang dalam negeri, maka asyir jugatidak
perlu memungut tarif dari importir dan inilah hukum perdagangan antar negara menurut
hukum Islam (Ra'ana 1992 : 147).

Keputusan pendirian lembaga asyir dan kewenangannya sebagaimana tersebut di
atas, telah disahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau ditanya oleh Ziad bin
Hudair, "berapa yang harus kita ambil dari pedagang negara asing?" Beliau menjawab :
"Ambillah sebanyak yang mereka ambil dari kita". Kemudian Umar ditanya lagi : "Jika
tidak diketahui berapa jumlah yang mereka ambil dari kita". Beliau menjawab : "Ambillah
10 persen (Abu Yusuf 1352 : 136). Ada riwayat lain dari 'Ashim bin Sulaiman dari
Hasan ia berkata : "Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Umar bin Khattab bahwa

pedagang muslimin yang melewati wilayah negara asing telah dikenai pajak perdagangan
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Q #
( ‘j’—-ﬁ&) atas barang-barangnya, atas informasi ini maka Uamr pun memerintahkan agar

para pedagang asing yang memasuki wilayah kekuasaan umat Islam juga harus dibebankan
tarif pada perdagangan seperti yang dibebankan kepada pedagang muslim di negara asing
(Abu Yusuf 1352 : 135).

Gagasan intervensi negara dalam bidang perdagangan adalah bersumber pada Al-

Qut’an dan Hadis, yang terinaktub dalam surat Ali Imran : 104, yang menjadi landasan

harns ditegakkannya solidaritas sosial.
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Artinya :

“Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat uang menyernu kepada
kabajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah
oreng-orang yang beruntung (QS. 3 : 104 Departemen Agama 1984 : 293).

Ayat inilah yang membenarkan segala macam tindakan pemerintah selama tindakan
itu menunjang kepentingan dan kemaslahatan wmat. Dalam hal ini berarti monopoli oleh
negara juga tidak diperbolehkan.

Disamping itu juga terdapat hadis yang diriwatatkan oleh Ibnu Abdil Barr, bahwa
setelah terjadi penaklukan Kota Mekkah, Nabi mengangkat Said bin Said Al-’Ash seba-
gai pengawas pasar Mekkah. Dalam hukum Islam pengawasan negara dalam kegiatan
perdagangan di pasar disebut dengan Aisbah. Setelah Nabi wafat, pengangkatan pengawas
pasar dilanjutkan oleh para Khalifah, dan terkadang pengawasan dilalksanakan oleh
Khalifah sendiri seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Tbnu Khattab.

F. Pasar dan Perusahaan dalam Islam

Tak dapat dipungkiri bahwa penyaluran hasil produksi merupakan persoalanterpenting

bagi suatu negara. Ial ini disamping guna menambah kekayaan fiegara juga yang ter-
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perhatiannya tidak hanya dititik beratkan kepada pihak pembeli yang menghendaki
murahnya harga daripaca perhatiannya pada pihak penjual yang menghendaki tingginya
harga penjualan .

Menurut Sayyid Sabiq (1992 : 3/160) pembatasan harga dapat mengakibatkan
tersembunyikannya l:m':-ng_—h:n‘rf-ng dan pada gilirannya akan membuat harga meningkat
lagi. Membumbungnya harga berarti memikul orang-orang miskin karena ketiadaan daya
beli mereka. Sementara itu orang-orang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap
dengan tipu daya yang buruk, lalu terjerembablah seluruhnya ke dalam kesempitan dan
kesulitan di mana kemaslahatan tak dapat direalisasikan.

Dari sini tampak bahwa lembaga hisbah akan tetap berfungsi dan relevan untuk
mengawasi dan mengendalikan pasar agar tidak terjadi pemalsuan, pengurangan timban-
gan, pelanggaran, pedagangan tak sehat serta lapangan pekerjaan yang terlarang. Hal ini
berarti peranan negara sebagai badan tetap dalam pasar Islami dimungkinkan selalu
dilibatkan.

Senada dengan itu adalah apa yang dikatakan oleh Monzer Kahf, bahwa keterlibatan
pemerintah dalam pasar dianggap sebabgai perencana, pengawas, produsen dan juga
sebagai konsumen (Kahf 1995 : 59). Persaingan yang tersembunyi dalam mekanisme
pasar harus dilengkapi dengan pengendalian, pengawasan dan kerjasama yang baik, babkan
memurutSamih Athif Azzami (1988 : 124), bahwadalam rangka penyaluran produksinegara
harus memilih dengan siapa ia harus mengadakan hubungan perdagangan sehingga dalam
mengadakan pemasaran tidak dilakukan dengan setiap negara asing, tetapi harus
mempertimbangkan manfaat yang akan diperolehnya dari adanya hubungan perdagangan
tersebut.

Dengan melihat paparan tersebut, dapat diinterpretasikan lebih lanjut, bahwa

kebebasan dalam pasar Islami tidaklah seperti kebebasan dalam kapitalisme yang bera-
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saskan /aizes Faire (bebas, liberal) maupun dalam sosialisme yangberasaskan pertarungan
kelas, akan tetapi kebebasan dalam pasar Islami senantiasa disertai dengan rasa tanggung
jawab yang berdimensikan keadilan dan keseimbangan. Disinilah letak ciri khas perda-
gangan (pasar) dalam Islam yang berbeda dengan sistem perdagangan lainnya, karena
perniagaan dalam Islam selalu dihubungkangun dengan nilai-nilai moral (Mannan 1993 :
289) yang bermuara dari ide keadilan dan kebajikan Islam secara umum (Siddiqi 1991 :
107).

Di bawah naungan dan moralitas yang agung ini kehidupan pedagangan di negara-
negara dunia Islam baik Timur mavpun Barat dapat berjalan dengan lancar dan sehat.
Kondisi inilah yang menjadikan sektor perdagangan memiliki andil cukup besar bagi
kestabilan negara. Sektfor ini pulalah yang memperkuat tali hubungan negara-negara Islam
dengan negara-negara lain non Islam, mulai dari lautan Hindia sampai lautan Atlantik di
sebelah Barat. Perdagangan yang lancar tersebut sudah tentu tidak terlepas dari peranan
industri yang maju dan terus berkembang dengan tingkat produktifitas yang tinggi pula
(Attamimy 1993 : 83).

Demikian pula aktifitas perusahaan dalam Islam harus dibimbing oleh pertimbangan
dari merekayang mementingkan orang lain sebagai prinsip yang bersumber dari Al-Qur’an
dan Hadis atau oleh pertimbangan kepentingan umum yang relatif bagi kebutuhan sosial
(Mannan 1993 : 152). Hal ini berarti seorang pengusaha Islam tetap tidak diizinkan
untuk senantiasa mengejar keuntungan semata-mata dengan alasan bahwa ia memiliki
kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diingini oleh Islam, akan tetapi
lebih dari itu seorang pengusaha harus memperhitungkan kepentingan orang lain dalam
keputusan yang dibuatnya, sehingga pemaksimuman keuntungan ini harus dianggap sebagai
suatu ténggungjawab yang benar. Seorang pengusaha dapat mengorbankan sebagian atan

seluruh keuntungan yang diperolehnya untuk tujuan kemanusiaan, atau mungkin juga
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sebalilnya pada saat-saat biasa seorang pengnsaha tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan
kepentingannya.

Menurut M. Nejatullah Siddigi (1991 : 109-110), aktifitas sebuah perusahaan
senantiasa diperhitungkan oleh masyarakat, apalagi jika perusahaannya itu besar,
masyarakat mengetahui jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan dan tujuan yang
akan dilakukannya terhadap keuntungan yang dicapainya. Jika keuntungan yang dicapai
lebih tinggi dari yang diperkirakan dan yang dibenarkan oleh masyarakat umum, atau jika
keuntungan itu digunakan untuk memperkaya golongan tertentu saja,maka masyarakat tentu
akan mengkritiknya melalui media massa, melakukan pemboikotan terhadap hasil produksi
perusahaan tersebut ataupun tindakan-tindakan lainnya

Sehubungan dengan itu adalah logis apayang dikatakan M. Mannan bahwa di bawah
teori yang “memuaskan” suatu perusahaan harus merasa puas dengan suatu nilai keuntun-
gan, walaupun dia masih dapat menambah keuntungannya karena permintaan yang
berlebihan gunamemenuhi kepenti-ngan umum. Olehkarena itu partisipasi aktif dari negara
diperlukan dalam kerjasama dan memulai obyektifitas berganda dari perusahaan dalam
struktur Islam. Tetapi bagaimana pun juga kelanjutan campur tangan pemerintah akan
condong berlainan dalam kondisi sosio ekonomi yang berbeda pula (Mannan 1993 :
153).

Untuk mendapatkan suatu contoh yang baik mengenai persoalan ini, kita
mengasumsikan bahwa pengusaha Islam akan berusaha mendapatkan “keuntungan yang
memuaskan” dalamkeadaan yang bagaimana pun juga. Dalam konteks ini yang dimaksudkan
dengan keuntungan yang menmaskan adalah keuntungan yang termasuk dalam dan antara
kategﬁri keuntungan maksimum dan minimum. Keuntungan dapat memuaskan keinginan
pengusaha, baik dari segi keuntungan, pengembangan perusahaan, sambutan baik dari

konsumen, pemerintah dan khalayak ramai.





